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Abstrak 
Pengaruh televisi sangat kuat terhadap kehidupan manusia, 
sudah diduga dan disadari ketika media massa itu pada tahun 1962 
mulai dimunculkan ditengah-tengah masyarakat. Pengaruhnya bisa 
positif dan bisa negatif, tergantung kepada pengelolaannya. 
Masalahnya adalah bagaimana agar pengaruhnya yang positif itu, 
seperti fungsi menyebarkan informasi (to inform) dan fungsi 
mendidik (to educate) dapat benar-benar dimanfaatkan, sedangkan 
fungsi menghibur (to entertain) dan fungsi mempengaruhi (to 
influence) jangan sampai merusak tata nilai bangsa Indonesia 
Kata Kunci: Pengaruh telivisi, anak, visualisasi 
A. Latar Belakang
Media massa memegang peranan yang sangat penting 
bagi rnanusia, terutama di era reformasi ini. Media massa 
dapat dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena 
kemampuannya untuk menarik dan mengarahkan perhatian, 
membujuk pendapat dan tanggapan, mempengaruhi pilihan 
sikap, memberikan status dan legitimasi serta mendefinisikan 
dan membentuk persepsi realitas. 2
Media massa, terutama televisi, saat ini sedang 
berkembang dengan pesat. Munculnya berbagai. stasiun 
televisi baru memunculkan kompetisi yang sangat menantang 
untuk merebut khalayak konsumen sebanyak-banyaknya. 
Inovasi-inovasi dimunculkan untuk menarik minat khalayak 
konsumen dan menciptakan variasi dan ragam rnata acara. 
Suatu mata acara dapat dimunculkan di televisi apabila 
1 Dosen pada Fakultas Syari' ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten 
2 Denis Mcquail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Edisi ke-2, 
(Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 82. 
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para konsum.en .. berminat,. pengiklan' ,b�rminat dln stasiun
�elevisi juga berminat Tanpa adanya rriiriat para konsurnen, 
pengiklan tidak mau memasang iklan dan berarti stasiun 
televisi tidak meridapatkan keuntunga:n, sehingga · suatu · acara 
tidak dapat tampiL Bisa juga yang terjadi adalah pengiklan 
dan stasiun televisi bekerjasama untuk memunculkan acara 
tertentu untukmemancing minat para konsumen. 
Oleh karena itu adanya konsumen, pengiklan dan stasiun 
televisL mei:negang. peranan 'penting bagi muncul dan 
suksesnya suatu acara.. Namm1 . antara ketiga pihak yang 
berperan .. dc1lam muncul dan suksesnya, .. konsumerilah yang 
memegang peranan kuncL karena ·. tan pa pihak konsumen,
stasiun televisi dan pengiklan seolah-olah tidak merripunyai 
dasar. Pihak konsumerilah · yang , menjadi suinber · acuan 
terciptanya suatu acara. Jadi dapat dikatakan bahwa tren acara 
di televisi sering ditentukari oleh pihak kons�men. Pengiklan 
dan stasiun ° televisi hanya sebagai sarana .. mewujudkan
· terjadinya acara di media televisi. Banyaknya acara yang
berhubungan dengan .. kejahatan dipengaruhi ole.h minat
khalayak konsumen terhadap.topik-topiktersebut. . •.
Sudah menjadi sifat alamhrrn1nusia untuk sel.al11 tertarik
dengan .hal-hal yang berhubungari· dengan · konflik Konflik
selalu mempunyai daya tarik. U:ntuk didengar; dilihat atau
diketahui walau sebagian kadang kaia menakutkan.3 
Oleh sebab itulah programberita kriminal sangat diminati.
Dan seperti yang telah dikatakan di atas bahwa tren 'acara
dimulai dari minat khalayak konsumen. Program berita yang
khusus menyiarkan peristiwa�peristiwa kriminal. yarig terjadi
sehari-hari yang dulu pernah ditayangkan dan sebagian masih
sampai saaf ini, yaitu: Surya Citra Jelevisi (SCTV) dengan
. Derap Hukum dan BUSER (Buru Sergap)� Indosiar dengan 
Jejak Kasus dan Patroli, Lativi dengan Investigasi, ANTV 
denganFakta, RajawaliCitraTelevisiindonesia (RCTI) dengan 
Sergap, . Trans. TV dengan Kriminal, TV7 dengan TKP (Tajuk
Kriminal .··. dan Perkotaan);. Televisi Pendidikan Indinesia
3 Masrnimar M�ngiang, Modul. Teknik. Menyunting Jdn Menata S�rat Kabar, 
Gakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP.UI, 2000), hat 103. 
DEDIKASI · ·. ·· Vot 2 No. 3 Juli-Desember 2011 
(TPI)yang sekarang MNC TV dengan Sidik dan Cidera ( 
Cerita Daerah Rawan). 
Semua stasiun televisi ini berusaha menjadi pihak yang 
teraktual dan terfaktual dalam menyiarkan berita-berita 
kriminal. Mereka berusaha menampilkan berita-berita 
kriminal tersebut dengan kekhasan masing-masing agar dapat 
menarik perhatian khalayak konsumen. Salah satu ciri khas 
yang menonjol dari tayangan berita kriminal . adalah 
banyaknya gambar atau adegan-adegan kekerasan dari tindak 
kriminal yang terjadi, misal gambar pelaku tindak pidana 
· dalam melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara
(TKP).
Pengaruh televisi sangat kuat terhadap kehidupan
manusia, sudah diduga dan disadari ketika media massa itu
pada tahun 1962 mulai dimunculkan ditengah-tengah
masyarakat. Pengaruhnya bisa positif dan bisa negatif,
tergantung kepada pengelolaannya. Masalahnya · adalah
bagaimana agar pengaruhnya yang positif itu, seperfr fungsi
m:enyebarkan informasi (to inform) dan fungsi mendidik (to
educate) dapat benar-benar dimanfaatkan, sedangkari fungsi ·
menghibur · (to entertain) dan fungsi mempengaruhf (to
influence) jangan sampai merusak tata nilai bangsa Indonesia.4
Menurut Mar'at, acara televisi pada umumnya
mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan para
penonton. Ini adalah hal yang wajar. Jadi bila ada hal-hal yang
inengakibatkan penonton terharu, · terpesona atau latah,
bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebab salah satu PE:ngaruh
· psikologis dari televisi seakan-akan. menghipnotis penonton,
· sehingga mereka seolah-olah hanyut dalam keterlibatan pada
kisah atau peristiwa yang ditampilkan.5
Hal ini terjadi pada anak-anak yang menonton tayangan
di televisi. Anak-anak yang menonton acara televisi cenderung
meniru perbuatan yang mengandung unsur tinda.k pidana.
Hal ini dikarenakan bahwa penalaran anak · terhadap aca.ra ·.
. . . . 
4 Onong Uchjana Effendi, Dinamika Komunikasi, (Bandung: Remadja Karya,-
1986), hal. 155 . 
. s Ibid., hal. 158. 
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tersebut tidak dapat membedakan perbuatan yang boleh 
,dilakukan dan perbuatan yang tidakboleh dilakukan. Bahkan 
anak .tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya 
membahayakan dirinya sendiri atau bahkan membahayakan 
orang lain. 
Pemberitaan mengenai anak yang diduga melakukan 
tindak pidana memperlihatkan adanya ketidakpedulian 
te.rhadap hak-hak anak dan masa depan anak serta dampak 
fisik, psikologis dan sosial anak. Selain itu, pemberitaan 
mengenai anak yang diduga melakukan tindakpidana seolah­
olah juga menunjukkan bahwa · pemberitaan tersebut tidak 
dilarang olehundang-undang yang berlaku. 
B. Permasalahan
· Adapur1 yang menjadi permasalahan yang akan
menjadi pembahasan .dalam tulfoan ini adalah: Pertama,
Bagaimana upaya hukum terhadap anal< pelaku tindak 
pidana yang terkena dampak visualisasi oleh media?, kedua,
Bagaimana perlindungan hak-hak. anak yang terkena 
dampak visualisasi m�dia dalarn melakukan tindak pidana ? 
C. Pembahasan
, . ,. ' 1. Visualisasi Tindak Kekerasan . yang Dilakukan Oleh
Anak
Ditinjau dari aspek hukum, kedudukan anak berbeda
dengan orang dewasa. Anak bukanlah orang dewasa berbadan 
kecil sehingga pengaturan hukum untukanak harus dibuat 
berbeda dengan pengaturanhukum untuk orang dewasa. 
Peraturan yang mengatur anak yang berhadapan 
dengan hukum adalah sebagai berikut: 
a. Undangcundang Hak Asasi Manusia
Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi
Manusia secara tegas menyebutkan bahwa hak anak
adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum · bahkan
sejak dalam kandungan. · · 
DEDIKASI . 58 .
. ., ·Vol. 2 No. 3 Juli-Desember 2011
Undang-undang Hak Asasi Manusia mengatur hak­
hak anak pada Pfisal 52 sampai dengan Pasal 66. Khusus 
yang berkaitan dengan masalah anak yang berhadapan 
dengan hukum, diatur dalam pasal 66 sebagai berikut: 
1. setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran
penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman
yang tidak manusiawi;
2. hukuman rnati atau hukuman
tidak dapat dijatuhkan untuk
pidana yang dilakukan anak;
seumur hidup 
pelaku tindak 
3. setiap anak berhak untuk tidak dirampas
kebebasannya secara melawan hukum;
4. penangkapan, penahanan, atau pidana
anak hanya boleh dilakukan sesuai
hukum yang berlaku dan hanya
dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
penjara 
dengan 
dapat 
5. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
dengan memperhatikan kebutuhan
pengembangan pribadi sesuai dengan usianya
dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali
demi kepentingannya;
6. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
memperoleh bantuan hukum atau bantuan
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya
hukum yang berlaku; dan
7. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
untuk membela diri dan memperoleh keadilan
didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang yang tertutup untuk
umum.
b. Undang-undang Pengadilan Anak
Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Pengadilan 
Anak menyatakan bahwa pemberitaan mengenai 
perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat 
sebelum pengucapan putusan pengadilan 
menggunakan singkatan dari nama anak, orang 
tua asuhnya. 
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Pasal 42 .ayat (3) :. Undang-undang 
. Pengadilan Anak menyatakan bahwa proses 
penyidikan terhadap perkara anak nakal
. 
wajib
dirahasiakan . . . 
c. . Undang-undang Pe;lindungan Anak
• Pasal. . 17 ayai: (2).. tmdang-undang
Perlindungan Anak· yang menyebutkan bahwa
setiap anak yang m.enjadi korban atau pelaku
kekerasan seksual. at<'!uyang .berhadapan dengan
hukum berhak dirahasiakan.
· 
Pasal 64 ayat (2) huruf g yang menyebutkan
bahwa perlindungari khusus terhadap anak yang
berhadapan. · dengan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dHaksariakan melalui
perliridungan dari pemberitaan identitas melalui
media massa · clan untukmenghindarHabelisasi.
d. Undang-undang Penyiaran .· . . .. . .
. Pasal 36 ayat (3) Undan.g-undang Periyiarnn
. menyatakan bahwa isi siaran ..vajib memberikan
perlindungan ' •.. clan ..
. pemberdayaan '. ·. kepada
khalayak khustis yctitu ariak-anak clan remaja,
dengan menyiarkan mata acara pada :waktu yang
tepat, clan . Iembaga pe,nyiaran wajib
mencantuillkan :clan/ . atau 
· 
. menyebutkan
klasifikasi khalayak sesuai dengc1.ri isi siaran.
Pasal 36 ayaf (5) Uridang�undang Penyiararl
menyatakan bahwa isisiaran dilarang:
a. Bersifat fitnah, menghasut, inenyesatkan dan/
a tau bohong: · · ·. . .• .
b. Menonjolkari un.sur kekerasan, · cabul,
perjudian; penyalahgunaan nark9tika dan obat
terlarang; atau 
·. 
.
· c. Memperteritangka� suku, agama, c ras · clan
antargolongan. 
2. Teori Labeling. ..
· 
. 
Teori labeling timbul pada awal tahun 1960�an dan banyak
dipengaruhi oleh aliran Chicago .. · Dibandingkan dengari teori
DEDIKASI 
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lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi antara 
lain sebagai berikut:6
a. Teori labeling merupakan cabang ·dari teori terdahulu.
Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam
kajian terhadap kejahatan dan penjahat; dan
b. Teori labeling menggunakan metode baru untuk
mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan
self report study yaitu wawancara ·. terhadap pelaku
kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui
polisi.
Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku 
· Crime .and the Community dari Frank Tannenbaum (1983).
Kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (The Outsider,
1963), Kai T. Erikson (Notes on the Sociology of Deviance, 1964),
Edwin Lemert (Human Deviance Social Problem and Sosial
Control, 1967), dan Edwin Schur (Labeling Deviant Behavioer, ·
1971)
Dalam prakteknya temyata ada kesenjangan antara law in 
book dan law in action dalam media massa. Tidak jarang 
'dijumpai identitas dan wajah pelaku anak ditampilkan dengan 
lengkap dan jelas. Ironisnya aparat penegak hukum 
membiarkan hal itu terjadi. 
Howard S. Becker berpendapat bahwa kajian terhadap 
teori label menekankari pada dua aspek, yaitu sebagai berikut:7
a. Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang- ·
orang tertentu diberi cap atau label; dan
b, . Pengaruh atau efek dari label sebagai' suatu 
konsefuensi penyimpangan tingkah laku. 
Dengan demikian, maka reaksi masyarakat terhadap 
suatu perilaku dapat menimbulkan perilakujahat. F. M Lemert 
berpendapat bahwa terkait dengan masalah kejahatan yang 
dilakukan, maka membedakan tiga bentuk penyimpangan, 
, 6 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viklimologi, 
Gakarta: Djambatan, 2004), ha!. 102. 
1 Ibid., ha!. 102. 
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. yaitu sel:,agai berikut:8 ·.•
. 
•..• •. ... .. . .• .· 
a. Individua[deviation, bahwa timbulnya p�nyimpangan
diakibatkan tekanan psikis dari dalam; ...
b. Situational deviation, bahwa sebagai hasil dari stres
atau tekanan darikeadaan;dan
c. Systematic deviation, bahwasebagai pola-pola perilaku
kejahatan terorganisir <la.lam sub-sub kultur atau
sistem tingkah laku. • . .·· .
Lemert juga. membedakan antara· penyimpangan primer
(primary deviance) dan penyimparigan sekunder. (secondary
deviance). · ·.. · . 
Penyimpangan . primer. muncul dalam konteks sosial,
budaya dan psikologi yang sangat bervariasi dan hanya .
mempunyai efek samping b1itgi strukhu fisik individt.i. Secara
pdnsip, penyimpangan •· ··primer tidak mengakibatkan
reorganisasi simbolis pada tingkat diri dan·per�n sosial.
.Penyimpangan sekunder adalah perilaku. menyim:pang 
atau peran sosial yang berdasar pada penyirri.pangan primer. 
.. Para ahli teori label <:mengemukakan .  bahwa 
penyimpangan sekunder adalah yang paling penting, karena 
merupakan proses interaksi.antara orang yang dilabel dengan 
pelabel. Pendekatan sering disebut dengan teori interaksi ...·
Menurut becker, harus · dibeclakan antara pelanggar 
hukum dan pelaku kejahatan: Pelaku kejahatan merupakan 
perilaku, Sedangkan kejahatan a:dalah reaksi kepada orarig lain 
terhadap perilaku tersebut. . .... . 
Pelabelan terhadap seseorang . terjadi ·.. Piida saat 
melakukan a:ksi, siapa yang ineiakukan dan siapa korbannya 
serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinY?· 
Secara umuril., asumsi dasar teori labeling meliput
i
aspek� 
aspek sebagai berikut:9 · 
a. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya
bersifat kriminal;
b. Perumusan kejahata� dilakukan oleh keloril.pok.yang
bersifat dominan atau kelompok. berkuasa;
8 [bid., hal.102. 
9 Ibid., ha!. 103. 
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c. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk
kepentingan pihak yang berkuasa;
d. Orang tidak 'menjadi penjahat karena melanggar
hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh
penguasa; dan
e. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan
kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua
kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat.
Berita rekonstruksi perkara anak ditayangkan oleh 
stasiun televisi dengan jelas. Dalam membuat rekonstruksi 
seharusnya penyidik mempertimbangkan kepentingan yang 
terbaik bagi anak, kiranya dalam perkara dengan pelaku anak 
tidak perlu ada rekonstruksi yang melibatkan pihak luar 
apalagi sampai ditayangkan di televisi. 
Pemberitaan mengenai pelaku tindak pidana anak 
dengan identitas yang jelas, apalagi ditayangkan wajahnya, 
disamping melanggar asas praduga tidak bersalah juga 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia anak. Pemberitaan 
tersebut dapat menimbulkan cap atau label bagi anak oleh 
masyarakat. 
Romli Atmasasmita, dalam bukunya Teori dan Kapita 
Selekta Kriminologi menyebutkan bahwa menurut teori 
labeling, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan 
tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal 
seseorang. 
Seseorang yang telah memperoleh cap atau label 
dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang 
disekitamya. Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian orang­
orang disekitarnya akan mempengaruhi orang tersebut 
sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin 
terjadi lagi. 
Dengan melihat akibat-akibat buruk yang dapat terjadi 
atas penayangan pelaku anak dan penayangan tersebut 
merupakan perbuatan melawan hukum, maka seyogyanya 
media massa tidak melakukan penayangan tersebut dan 
alangkah lebih bermanfaat bagi anak-anak bila televisi dapat 
menayangkan tayangan-tayangan mengenai anak yang patut 
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menjadi contoh teladan.10 . . . .· · .. ··. 
, Menu.rut Muladi dan. Barda Nawasi dalam btikunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana. menyeb�tkan bahwa 
menurut hasil penelitian · yang dike:mukakan oleh R:M Jackson, 
angka rata-rata, perbandingan pengulangan kejahatan yang 
paling tinggi justru terjadi pada anakcanak dan pengulangan 
kejahatan .· tersebut justru, menjadi Iebih. tiriggi setelah 
dijatuhkan pidana penjara daripadapidana nonpenjara. 
Banyaknya anak-anak yang masuk sel tahanan dan 
divonis hakim untuk masuk penjara disamping menimbulkan 
dampak frustasi pada anak;juga dapat menimbulkan masalah 
berat · dikemudian hari . dan · .. dapat menimbulkan. . faktor kriminolpgi.11
3. Kelemahan-Kelemahan Dalam> Menangani Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum
· 1. Kelema.han Struktural · dan Kelemb�g�an
Keleinahan struktural dan kelembagaan antara lain sebagai 
berikut:. · 
a. · ketiadaan lembaga peradilan yang khusus untuk anak
a tau alternatif lainnya; · .. · ..... . 
b. ketiadaan rumah tahanan untukanak yang. berhadapan
dengan hukum dan terbatasnya j�mlah ... Lembaga
· Pemasyarakatan Anak; dan . . .
C. tidak dipisahkannya penempatan anak-anak . yangdiduga atau didakwa atau. terbukti melanggar hukum
pidana dari anak-anak sipil (yakni anak yang afas
permintaan orangtua atau 'walinya, ·· diputus oleh
pengadilan perdata untuk diserahkan. kepada Neg1.1:ra ·
untuk dididik). ·· · · · ·
2, ·· Kelemahan Praktek 
Kelemahandalam .. praktek penanganandi .• kepolisian, antara
• lain sebagai berikut: . 
. . 
10 .Melani, "Setop Penayangan & Hindari Pemenjaraan ·Anak'', Kpnientar
Hukum; Edisi 2002/2003/hal. 2 ... •· 
· 11 Ibid., ha!. 3.
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a. penangkapan yang pada umumnya tidak diberitahukan
kepada pihak �eluarga. Hal ini disebabkan alamat
orangtua atau keluarga yang diberikan oleh anak tidak
dapat dilacak atau dalam kasus tertentu anak tersebut
merahasiakan alamat orangtuanya dengan maksud agar
orangtua atau keluarganya tidak mengetahui bahwa si
anak sedang berhadapan dengan hukum;
b. dalam banyak kasus, polisi sengaja tidak
memberitahukan hak-hak anak sebagai tersangka
(menyalahi prosedur penangkapan seperti yang diatur
dalam KUHAP dan peraturan lainnya). Misalnya proses
pemeriksaan yang masih sering menggunakan
kekerasan dan tidak bersifat kekeluargaan, dan referensi
penahanan walaupun alasannya tidak terlalu kuat
(sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Pengadilan Anak) dan meskipun fasilitas rumah
tahanan untuk anak tidak ada;
Lembaga kepolisian sebagai gerbang awal penanganan 
perkara anak belum banyak melakukan diskresi. Peningkatan 
jumlah penangkapan dan penahanan anak oleh polisi pada 
akhirnya membawa dampak semakin besarnya anak yang 
akan masuk dalam proses peradilan. 
Dalam perkembangannya kondisi 1ru membuka 
peluang bagi penempatan anak dilembaga baik selama proses 
peradilan dengan status tahanan anak ataupun sebagai 
narapidana anak. 
Semakin banyaknya pelaku pidana usia anak oleh 
kepolisian memperlihatkan bahwa polisi tidak memahami 
pentingnya menjauhkan anak dari proses hukum formal, 
terlebih sangat penting menghindarkan anak dari penahanan 
sebelum pengadilan sebagaimana tercantum dalam Konvensi 
Hak-hak Anak (Pasal 37 (b)), The Beijing Rules (butir 13.1 dan 
2 ), Peraturan Perserikatan Bangsa Bangsa bagi Perlindungan 
Remaja yang Kehilangan Kebebasannya (Pasal 17), dan 
Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Pasal 66 ayat 4), yang 
secara jelas dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan 
terhadap anak harus dilakukan sesuai hukum dan akan 
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diterapkan sebagai suatu upaya terakhir. · 
Tataran regulasi yang lebih operasional bagi kepolisian, 
I . . 
mekanisme ini sangat mungkin dilakukan sebagaimana 
ketentuan KUHAP (Pasal 7 huruf i) dan Undang-Undang 
Kepolisian (Pasal 16 huruf h) mengenai kewenangan polisi 
menghentikan penyidikan perkara. 
Namun secai-a khusus, tidak ada satu pasal pun dalam 
Undang-Uri.dang Kepolisian yang mengatur atau menetapkan 
standar perlakuan khusus terhadap penanganan perkara anak. 
Dengan dihadirkannya orang tua atau wali oleh polisi 
dalam kasus anak lebih ditujukan sebagai upaya penyelesaian 
perkara , anak dengan "jalan damai" ketimbang sebagai 
penghormatan atas hak dan kebutuhan anak yang berhadapan 
dengan hukum. 
3. Kelemahan Umum
Kelemahan umum sebelum dan selama proses
persidangan, dimana pihak cenderung mengabaikan
masukan yang diberikan oleh petugas · BAPAS. DHain
pihak juga terjadi kecenderungan petugas BAP AS yang
lebih berpihak kepada aparat periegak hukum ketimbang
berpihak kepada anak.
4. Langkah-Langkah Dalam Menangani · .Anak yang
Berhadapan DenganHukum . . . .· .· . ,
Untukmelaksanakan tugas polisidalatri menangani anak 
yang berhadapan dengan hukum diperlukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan standar­
standar internasional bagi · petugas . polisi sebagai
berikut:12
a.jalin hubungan kerja dengan instusi atau lembaga atau
kelompok-kelompok masyarakat dimana • anak 
banyak berada, seperti sekolah, pu.sat perbelanjaan, 
tempat-tempat hiburan, pusat kegiatan olah raga, dan 
lain-lain; 
12 Anonim, Buku Training· Manual for Police on Child's Rights & Juvenile 
Justice; (Jakarta: 2004), ha!. 39. 
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b. waspadai tempat-tempat yang rawan kejahatan dan
orang-orang dewasa yang berpotensi melakukan
kejahatan, hindarkan anak-anak dari tempat-tempat
tersebut dan cegah kontak mereka dengan orang­
orang dewasa tersebut;
c.jika anda melihat anak diluar sekolah pada jam
pelajaran, selidiki dan beritahukan pada . orangtua 
serta pihak sekolahnya; 
d. segera selidiki bukti apapun yang menunjukkan
adanya perlakuan salah dan penelantaran terhadap
anak dirumah, masyarakat dan dalam fasilitas polisi;
e.bertemu secara rutin dengan pekerja sosial dan tenaga
medis profesional untuk berdiskusi tentang isu anak 
yang berkaitan dengan pekerjaan anda; 
£. untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak serius, 
pulangkan · anak kepada orangtuanya atau pada 
badan-badan sosial; 
g. simpan semua catatan tentang anak didalam tempat
yang terpisah dan aman; dan
h. laporkan segera pada atasan anda jika anda
mengetahui ada rekan kerja anda yang tidak cocok
menangani masalah anak.
2. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan standar­
standar internasional bagi institusi kepolisian sebagai
berikut:13
a. masukkan materi hak-hak anak dan peradilan anak
didalam kurikulum pendidikan polisi;
b. dukung penggunaan berbagai macam disposisi
sebagai altematif dari perlakuan institusional untuk
anak-anak, termasuk perintah pera'watan, bimbingan,
dan pengawasan; konseling; percobaan; orangtua
asuh; program pelatihan kerja dan pendidikan; dan
langkah-langkah yang sesuai dengan. proposional
lainnya;
13 Ibid, hal. 40.
PENGARUH VISUALISASI MEDIA TELEVISI 67 
TERHADAP ANAK YANG TERPAKSA MELAKUKAN 
TINDAKAN KEKERASAN 
Dedi Sunardi 
c. ca tat secara · 1engkap clan rahasia semua anak · yangclitahan, termasuk iclentitas; . alasan perbuatan;
tanggal dan waktu penerimaan; peminclahan clan
pelepasan; cletil pemberitahuan pacla orangtua;
masalah fisik atau kesehatan mental; clan informasi
tentang petugas'yang menangani;
cl. tetapkan proseclur pengacluan . clan proses
· .. · komunikasi antara anak yang clitahan clengan kepalainstitusi yang bersangkutan, clengan petugas
peraclilan, clan baclan-baclan sosial; 
e. membantu pengembangan clan pelaksanaan program
masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak;
£. · rekrut clan latih secara khtisus prtugas yang clinilai 
· profesional clan cocok untuk berhaclapan clengan
anak;
. g. lakukan · review perioclik clan· revisi kebijakan ten tang 
penanganan anak yang berhaclapan clengan hukum, 
clengan mengkonsultasikannya pacla baclan sosial, 
. petugas medis, .· perwakilan peradilan . clan 
masyarakat; 
h. bangun hubungan clan kerjasama yang erat clengan
baclan peraclilan anak, perlinclungan anak, meclis clan
. sosial; 
i. kembangkan strategi · untuk · mengembangkan
perhatian lebih pacla anak yang beracla clalam
keaclaan rentan, seperti anak dari keluarga miskin,
anak tuna wisma, anak clari keluarga yang·. penuh
kekerasan, atau anak yang tinggal cliclaerah yang
angka kejahatannya tinggi;
j. clirikan unit khusus untuk anak pelanggar hukum
clananak korban kejahatan;
k. perintahkan agar semua catatan tentang anak
clirahasiakan; clan
1. awasi dengan ketat para petugas yang menangani
anak, clan segera selicliki clan tindak lanjuti tinclak
kekerasan, perlakuan salah, atau eksploitasi terhadap
anak
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4. Analisis Terhadap Visualisasi Oleh Media Televisi
Terhadap Anak ,Yang Terpaksa Melakukan Tindak
Kekerasan
Berlakunya Undang-undang yang berkaitan dengan 
anak yang berhadapan dengan hukum seperti Undang­
undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pengadilan 
Anak, dan Undang-undang Hak Asasi Manusia, tidak secara 
serta merta membuka kesadaran pihak-pihak yang terlibat 
dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 
untuk mencarikan jalan keluar pemecahan rnasalah yang 
berpihak pada kepentingan terbaik anak. 
Terhadap ketentuan hukum internasional yang 
mengatur dan/ atau mengimplikasikan anak yang berhadapan 
dengan hukum, penulis berpendapat bahwa dalam menangani 
anak yang berhadapan dengan hukum, maka para pihak yang 
terlibat harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi 
anak. Peraturan-peraturan tersebut diatas telah mempertegas 
hak-hak yang dimiliki oleh anak dalam memperoleh 
perlindungan khusus ketika berhadapan dengan hukum. 
Negara yang telah meratifikasi peraturan-peraturan tersebut 
diatas harus memasukannya ke dalam perundang-undangan 
nasional dan melaksanakannya secara konsisten dalam 
penanganan kasus anak. 
Terhadap ketentuan hukum nasional secara umum 
yang mengatur dan/ atau mengimplikasikan anak yang 
berhadapan dengan hukum, penulis berpendapat bahwa 
polisi, jaksa dan hakim harus menerapkan seluruh ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai anak yang 
terpaksa melakukan tindak pidana. 
Terhadap Undang-undang Hak Asasi Manusia, penulis 
berpendapat bahwa sebagai tindak lanjutnya adalah 
meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta 
meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan 
hak asasi manusia oleh para pihak yang terlibat dalam 
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terrnasuk 
rnasyarakat, dalam seluruh aspek kehidupan. 
Terhadap Undang-undang Perlindungan Anak, penulis 
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berp�ndapat bahwa···le�baga penyiaran harus .mener"apkan 
�etentuan yang mengatur pedindungan .. khusus bagi anak yang . berhadapan dengan hukuin dengari cara tidak ·· 
memberitakan atau menayangkan anak yang terpaksa 
melakukan tindak pidana: dala:m media televisi. Lakukan 
sosialisasi·:terhadap peraturan tentang perlindungan khusus 
bagi anak yang berhadapan dengan hukum kepada wartawan 
yang bernaung dibawah lembaga penyiaran tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa 
polisi sebagai pihak awal dalam: penanganan perkara anak 
belum banyak melakukan diskresi. Hal ini · m:emperlihatkan 
bahwa polisi tidak memahami pentingnya menjauhkan anak 
dari. proses hukum formal. •.. Peraturan operasional . bagi 
kepolisian, yaituPasal 7 KUHAP dan Pasal16ayat(1) huruf h 
Undang-undang Kepolisian . bahwa polisi mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Namun secara 
khusus; tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang 
Kepolisian yang menetapkan standar perlakuan khusus 
terhadap penanganan perkara anak.. Keberadaan RPK dalam 
· kurun \Vaktii 5 (Lima) tah
_u
n selain belum tersosialisasi dengan
baik kepada masyarakat, juga tidak eksis dalam konteks
perlindungan hak-hak ariak yang berhadapan dengan polisi.
Sehubungan dengan . tugas polisL dalam hal penanga.11:an
perkara anak, tidak . ada . kebijakan kepolisian yang
mengaturnya. Hal irii disebabkan·· oleh··kebijakan·kepolisian
yang menempatkan Bagian Analisis sebagai bagfan dibawah
Direktorat Reserse·yang lingkup ketjanya·lebih· menekarikan
pada pengintaian, pengejaran, dan penyelesaian penyidikan
perkara di lapangan, ketimbang mengatur peraturan internal
· da:Iam menangani perkara anak. Sehingga dafa.m prakteknya
polisi yang menangani perkara anak tida:k didasarkan pada
peraturan internal kepolisian. Hafini memberikan gambaran
bahwa anak yang berhadapan dengan hukum belum menjadi
prioritas perhatian dari lembaga kepolisian. ·· Kurangnyasosialisasi terhadap pedoman dan prosedur penanganan anak
yang berhadapan dengan hukum menunjukkan .. kurangnya
perhatian dan kepedulian lembaga kepolisian .terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum. Dan dengan memperhatikan
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hasil wawancara dan mencermati perangkat hukum bidang 
kepolisian, maka realitas legal dan realitas sosial kepolisian 
masih belum sensitif terhadap kepentingan yang terbaik bagi 
anak. Meskipun dalam sumpah jabatan dan Undang-undang 
Kepolisian secara jelas telah disebutkan kewajiban polisi untuk 
selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan 
perlindurigan kepada semua orang, serta larangan melakukan 
korupsi, namun mekanisme tersebut tidak mampu 
memberikan sariksi atas penyimpangan yang dilakukan dalam 
proses penyidikan dan penyelidikan. 
Ada 2 (Dua) jenis pelanggaran yang tidak dapat 
ditoleransi oleh institusi kepolisian, yaitu yang berkaitan . 
dengan kepemilikan senjata tajam (pelanggaran terhadap 
Undang-undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Senjata 
Api) dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang 
(pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika dan Psikotropika). Artinya bahwa anak 
yang tertangkap dalam situasi yang berkaitan dengan 
penyimpanan dan penggunaan senjata tajam atau 
penggunaan, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, 
maka polisi akan memproses perkara anak lebih lanjut dengan 
melakukan penahanan. Hal ini memperlihatkan bahwa pada 
perkara anak terlibat dalam kepemilikan senjata tajam dan 
penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, polisi tidak 
berpihak pada kepentingan yang terbaik bagi anak. 
Fenomena ini dapat dijelaskan dengan realitas legal di 
Indonesia, bahwa anak yang terlibat kepemilikan senjata tajam 
dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya dipandang sebagai pelaku kejahatan, bukan korban. Hal ini 
didasarkan pada penilaian keseriusan pelanggaran, maka anak 
diperlakukan sebagai pelanggar hukum 
1
dewasa. Idealnya, . 
anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan 
perlakuan khusus. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, · penulis 
berpendapat · bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam 
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus 
meningkatkan kepedulian terhadap masa depan anak dan 
melakitkan prosedur hukum yang mengutamakan 
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kepentingan terbaik bagianak. . . ... . : . .. . . ·.· .·· 
, Dengan diberlakukarmya .U:p.dang-_Undang Pen
.gadilan
Anak maka Pasal 45, 46, .dan 47 KUHP dinyatakan tidak 
ber!aku lagi. Namun demikian, kewenangan pera:dilan umum 
untuk menyelenggarakan pengadilan anak sebagaimana 
diatur · oleh Undang-Undang Kekuasaan; Kehakiman 
ditegaskan kembali - . dalam Pasal 2 - Undang-Undang 
. Pengadilan Anak.Jadi, lembaga perndilan anak yang terpisah 
masih belum diintroduksikan di Indonesia. 
5. Visualisasi Oleh · Medi�. Televisi Terhadap Anak. yang
Terpaksil Melakukan TindakKekerasan
Pasal 5 Undang-undang ,Penyiaran menyatakan bahwa 
penyiaran diarahkan untuk: · 
a. Menjunjung tinggi · ··pelaksanaan . :Pancasila clan·
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; . . 
b. Menjaga clan meningkatkan.moralitas dan nilai-nilai
agama sertajati diri bangsa; ..
c. Meningkatkan kualita� sumber daya manusia:;. .. . .
d. Menjaga dan mempererat ;persatuan dan kesatuan
bangsa; . .. . · . . .
e. Meningkatkan kesadaran ketaatanhukum dal'} disiplin
nasional;
. . 
f. Menyalurkan pendapat umum serta mendorpng peran
aktif masyarakat dalam . per,nbangunan nasional clan
. . daerah sertamelestarikan lingkungan hidup; . . . 
. g. Mencegah monopoli · kepernilikan _··. clan mendukung 
. persaingan yang sehat d_i bidang penyiaran; 
h. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian
rakyat, mewujudkan pemerataan, dan meinperkuat
daya saing bangsa dalam_ era globalisasi;
i. Memberikan informasi yang benar; seimbang dan
bertanggung jawab; . . ..... .
j. Memajukan kebudayaan nasional.
Ber?asarkan pasal tersefrut clLatas,···penulis .
. berpendapat
bahwa khususnya hurpf e da:n huriif i, dalam penjelasan pa�al 
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demi pasal dinyatakan cukup jelas, seharusnya. dijelaskan 
bahwa seyogyanya ' penyiaran harus melaksanakan 
perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni 
menghindari pemberitaan identitas melalui media massa dan 
menghindari labelisasi. Hal ini seiring dengafi pemberian 
pendidikan hukum kepada masyarakat melalui lembaga · 
penyiaran. 
Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Penyiaran menyatakan 
bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, 
hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, 
watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga perstauan 
dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan. 
budaya Indonesia. 
Pasal 36 ayat (3) Undang-undan Penyiaran menyatakan 
bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan 
pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan 
remaj?, dengan menyiarkan .mata acara pada waktu yang 
tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkandan/ atau 
menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran, 
Pasal 36 ayat (5) Undang-undang Penyiaran menyatakan 
bahwa isi siaran dilarang: 
1. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau
bohong
.ii. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, 
penyalahgunaannarkotika dan obat terlarang; atau 
m. Mempertentangkan suku, agama, ras dan
antargolongan.
Pasal 36 ayat (6) Undang-undang Penyiaran menyatakan 
bahwa isi siaran dilarang memperolok-olokkan, merendahkari, 
melecehkan dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, 
martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan 
internasional. 
Berdasarkan pasal di atas, -penulis berpendapat bahwa 
dalam penjelasan pasal demi pasal dinyatakan cukup jelas, · · ·· 
seharusnya dijelaskan bahwa seyogyanya fungsi media massa 
tidak hanya sekedar menghibur' saja, melairikan juga harus 
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lebih mementingkan. atau m�ngui:amakan fungsi pendidikan 
bagi penontohnya, dengan tidak melakukan pemberitaan atau 
I - , . , penayangan anak yang berhadapan dengan hukum karena hal 
tersebut melanggar perundang-undangan yang berlaku. 
Pendidikan hukum melalui lernbaga penyiaran dimaksudkan 
untuk meningkatkan intelektualH:as masyarakat, yang pada 
akhirnya dapat Irieningkatkan peran serta masyarakat dalam 
mengajukan keberatan terhadap program dan/ atau isi siaran 
yang merugikan. · · . . .Pasal 48 ayat (2) Undang�undang Penyiaran l!lenyatakan 
bahwa pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada: 
a. :Nilai-nilai agama, inoral,. dan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; dan
b. Norma-norma yang berlaku dan diterima oleh
masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
Berdasarkan pasal di atas, penulis berpendapat bahwa 
media massa sebagai· lembaga penyiaran. dalam melaksanakan 
tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada 
peraturim perundang-undangan yang .berlaku. Hal ini berarti 
bahwa lembaga penyiaran harus lebih selektif lagi dalam 
menayangkan informasi yang disajikan kepada masyarakat. 
Oleh karena itu, dengan ditayangkannya anak yang 
berhadapan dengan hukum di televisi . adalah pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
merupakan pembodohan masyarakat. 
Pasal 48 ayat (4) Undang-undang Penyiaran menyatakan 
bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi 
siaran yang sekurang�kurangnya berkaitandengan: 
a. . Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
b. Rasa hormat terhadap ha! pribadi;
c. · Kesopanan dim kesusilaan;
d. . Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan
perempuan;
f. Penggoldngan program dilakukan menurilt usia
khalayak;
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g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
h. Ketepatan dar;t kenetralan program berita;
i. Siaran langsung; dan
j. Siaran iklan.
Berdasarkan pasal tersebut di atas, penulis berpendapat 
bahwa khususnya huruf e, dalam penjelasan pasal demi pasal 
dinyatakan cukup jelas, seharusnya dijelaskan bahwa 
seyogyanya para pihak yang terlibat dalam penyiaran harus 
lebih memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 
Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan bagi 
anak-anak adalah dengan cara tidak menampilkan wajah anak 
dan identitas anak untuk konsumsi publik melalui media 
televisi. 
Pasal 52 Undang-undang Penyiaran menyatakan 
bahwa:14
(1) setiap warga Negara Indonesia memiliki hak,
kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan
serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran
nasional.
(2) organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat
mengembangkan kegiatan literasi dan/ atau
pemantauan Lembaga Penyiaran.
(3) masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat mengajukan keberatan terhadap program
dan/ atau isi siaran yang merugikan.
Dalam penjelasan pasal 52 ayat (2) Undang-undang 
Penyiaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga 
Penyiaran adalah melakukan pengamatan terhadap 
penyelenggaraan siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 
penyiaran. Dan yang dimaksud dengan kegiatan literasi 
adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis 
14 Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara 
Tahun 2002 Nomor 139), Pasal 52. 
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masyarakat . ·. 
, Berdasarkan pasal tersebut di atas, penulis berpendapatbahwa dengan ditayangkannya anakyang berhadapan dengan 
hukum di televisi, maka masyarakat melalui lembaga swadaya 
masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program 
dan/ atau isi siaran yang merugikan pertumbuhan, 
perkembangan dan psikologis serta sosial anak.. Dalam 
kenyataannya, pengajtian keberatan terhadap program dan/ 
atau isi siaran ini belum ·. diterapkan karena · minimnya 
kepedulian, kesadaran dan ·. tingkat pendidikan masyarakat 
Indonesia yang masih . rendah sehingga tidak mengetahui 
bahwa penayangan anak yang berhadapan dengan hukum 
merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang- · 
undangan yang berlaku. Atas dasar minimnya tingkat 
pendidikan rriasyarakat tersebut menyebabkan pelanggaran 
yang. dilaktikan oleh lembaga penyiaran menjadi semakin 
berlarut-larut yakni dengan tetap menayangkan anak. yang . 
berhadapan dengan hukum melalui media televisi. 
Berdasarkan analisis permasalahan yang .. dilakukan 
penulis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Anak sebagai pelaku tindak pidana mempunyai hak
yang sarha dengan orang dewasa yang melakukan
tindak pidana, sebagaimana diafur. dalam Pasal _50
sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Anak sebagai pelaku
tindak pidana . harus, mendapatkan perlindungan
khusus yang dilaksanakan melalui-: perlakuan secara
manusiawi sesuai hak anak-anak.
2. Visualisasi oleh media televisi terhadap anak yang
terpaksa melakukan tindak pidana merupakan
. pelanggaran terhadap ha:k asasi manusia yang wajib
untuk dilindungi . oleh orangtua,. masyarakat dan
pemerintah. Pemberitaan mengenai pelaku . tindak
pidana anak dengan iclentitas yang jelas, baik yang
memburamkan wajah at1ak dan apalagi yang dengan
jelas menampilkan wajahnya, disamping inelanggar
asas praduga . tidak . bersalah . juga . merupakan
pelanggaran hak-hak · anak · yang diatur dalam
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peraturan perundang-undangan yang berlaku:. 
Pemberitaan t�rsebut dapat menimbulkan cap atau 
label bagi anak oleh masyarakat. 
C. Kesimpulan
Untuk menyelesaikan permasalahan visualisasi oleh 
media televisi terhadap anak yang inelakukan tiridak 
pidana, maka penulis menyampaikan saran · sebagai 
berikut: 
1. Merubah Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-undang
Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
sehingga berbunyi:
Pasal 41 ayat (2) huruf a Polisi wanita. yang telah
berpengalaman sebagai penyidik indak pidana .yang
dilakukan oleh anak.
2. Menambah pasal-pasal yang ada di Undang-undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Serta adanya perlindungan hkum terhadap anak
pelaku tindak pidana yang hak-haknya hilang dalam
proses mendapatkan hukum yang sesuai . dengan
kejiwaannya.
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